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Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan  dalam
Implementasi Kebijakan Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda)? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan
tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 3) Bagaimana Upaya-upaye dalam mengatasi
hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)?
Metode penelitian vang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan.
Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).
Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari kepala Puskesmas
I orang, tokoh masyarakat 4 orang dan perwakilan masyarakat dari 4 desa sebanyak 8 orang. Teknik
analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyafian data)
dan verifikasi data. Berdusarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bakhwa 1)
Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) telah diimplementasikan cukup baik sesuai
dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa
dalam mengimplementasikan Kehijakan tentang jaminan kesehatan daeralt (Tamkesda), Pushesmas
telah melaksanakannya cukup baik walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditentukan. 2)
Terdapat beberapa hambatan, yang antara lain anggaran yang ada kurang memadai dalam
melaksanakan program jamkesdu kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi penulis
bahwa implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jumkesda) belum terlaksana
dengan baik karena puskesmas memiliki hambatan seperti ketersediaan anggaran, sarana dan
prasarana pelavanan serta kemampuan sumber daya manusia. 3) Terdapal upaya-upayva yang telah
dilakukan antara lain : menambah anggaran serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil
observasi penulis diketahui bahwa upaya-upava yang dilakukan oleh puskesmas dapat memperbaiki
beberapa permasalahan  terkait implementasi Kebijakan tentang jaminan keschatan daervah
(Jamkesda) dengan memberikan pelayanan vang lebih baik kepada masyarakat vang memiliki kartu
Jjamkesda.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Jaminan Kesehatan Dacrah

PENDAHULUAN Desentralisasi menurut Undang Undang
Program Jamkesda merupakan bentuk No 32 tahun 2004 diartikan sebagai penycrahan
komitimen Pemerintah  dalam  menjalankan kewenangan pemerintah oleh pemerintah pusat
amanal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H kepada  pemerintah daerah  olonom  wntuk
ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang mengalur dan mengurus pemcerintahan dalam
berhak hidup sejahtera  lahir dan  batin, Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
bertempat tinggal dan mendapat lingkungan Kewenangan pemerintah  yang  discrahkan
yang baik dan sehat serta berhak memperolch kepada pemerintah daerah salah satunya adalah
pelayanan keschatan, serta pasal 34 ayat (1) kewenangan bidang keschatan (Pemerintah RI
yanyg menyatakan babwa fakic niiskin dan anak- 20044),
anak terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan Kebijakan  Pemenntah  Daerah  yang
ayal (3) menyatakan bahwa ncgara bertangpung memberikan  jamunan  keschatan  kepada
jowab atas penyediaan fasilitas  pelayanan masyarakat miskin terscbut sgjalan  dengan
keschatan dan fasilitas umum yang layak. kewenangan yang tercantmn dalam Undang-

Undang Womor 32 Tahun 2004 Tentang
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Pemerintahan  Duerah. Pada pasal 22
menjelaskan bahwa  dalam  penyelenggaraan
ulonomi, Pemerintah  Daerah  mempunyai
kewajiban mengembangkan Sistem Jaminan
Sosial. Selain ity Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 juga memberikan ruang kepada
Pemcrintah Daerah untuk mengelola Jaminan
Sosial secara mandii untuk meningkatkan
derajat keschatan masyarakat yang sclinggi-
tingginya {Pemerintah RI, 2004b).

Salah saw upaya dari pemerintah dalam
mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat
kesehatan yanpg baik adalah dengan pelayanan
kesehatan yang bermutu dan mudah diakses.
Jamkesda adalah upaya pemerintah daerah
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat yang kurang mampu dan belum
sempat tercover oleh program Jamkesmas.
Akses dan mutu pelayanan kesehatan sering
menjadi hambatan.

Peserta Program Pelayanan Kesehatan
yang dijamin Pemerintah Daerah Kabupaten
Cilacap adalah setiap penduduk miskin (kuota
dan non kuota) yang memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau Kartu Susunan Keluarga
(KSK) termasuk bayi baru lahir. Sementara itu
jumlah  masyarakat di Kampung Laut
Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap
terdapat 4.196 jiwa sedangkan dan jumlah
diatas terdapat masyarakar miskin atan tidak
mampu  sebanyak 2.965 orang dan jumlah
peserta Jamkesda scbanyak 2.652 orang,
schingga dari data terscbut masih  ada
masyarakat yang belum menjadi  peserta
Jamkesda.

Tujuan dari jamkesda diharapkan dapat
meningkatkan  akses dan mutu  pelayanan
kesehatan  yang pada akhimya  dapat
meninggkatkan  uwmur  harapan  hidup,
menurunkan angka kematian disamping dapat
melayani kasus-kasus di Kabupaten Cilacap.
(Petujuk  Teknis  Pelaksanaan  Pelayanan
Kesehatun Bagi Masyarakal Miskin)

Jamkesda adulah  suatu  sistem  yang
dilaksanakan  dalam  rangka  menjamin
pelayanan  kesehalan yang layak, bermutu,
dengan biaya eflisien dan tegangkau. Dengan
program imi diharapkan memberikan mantaat
aluu taedah jaminan kesehatan bagi seluruh
warga masyarakat yang sccara ekonomi kurang
mampu.

MNamun  berdasakan  hasil  pengamatan
penulis, diketahui bahwa beberapa

permasalahan dalam Implementasi Kebijakan

Teatang Jaminan Keschatan Dacrah (Jamkesda)

oleh Puskesmas Kampung Laut Kecamatan

Kampung Laut Kabupaten Cilacap, sebagai

herilut

I. Belum optimalnya pelaksanaan asas
kemanusiaan dalam memberikan pelayanan
kepada peserta jamkesda. Hal ini
dibuktikan dengan  kurangnya  jaminan
keterjangkauan masyarakat dalam
mewijudkan pemerataan pelayanan
kesehatan yang bermuty. Contohnya pasien
yang di rawat inap masih dikenakan biaya
padahal dalam ketentuan jika biaya
pelayanan  kesehatan di  bawah Rp.
5.000.000 maka pasien tidak mcmbayar
biaya pelayanan kesehatan namun jika di
atas Rp. 5.000.000 maka pasien dikenakan
biaya 50% dari total biaya pelayanan
kesehatan dan pasien masih dikenakan
biaya atas penggunaan alat penunjang
diagnostik seperti peimeriksaaan
labolatorium gula darah/cek gula maupun
penggunaan inpus set.

2. Belum optimalnya pelaksanaan asas
kcadilan keschatan bagi masyarakat. Masih
adanya ketidaksesuaian kepesertaan
jamkesda schingga masih ada masyarakat
yang tidak menjadi peserta jamkesda
dengan hasil pendataan yang dilakukan.
Permasalahan terscbut dikarenakan
kesalahan dalam proses pendataan schingga
terjadi  ketidaksesuaian  dengan  data
sebenamya di lapangan schingga masih ada
masyarakat mampu yang mendapatkan
kartu jamkesda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini
dapat  dirmuskan  sebagai  berikut: 1)
Bagaimana implementusi kebijakan tentang
jaminan  kesehatan daerah (Jamkesda) oleh
Puskesmas  Kampung  Laut  Kecamatan
Kampung Laut Kabupaten Cilacap?; 2)
Bagaimana hambatan-hambatan dalam
implementasi  kebijakan  tentang  jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda) oleh Puskesmas
Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut
Kabupaten Cilacap?; 3) Bagaimana Upaya-
upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan
dalam implementasi kebijakan tentung jaminan
kesehatan dacrah (Jamkesda) oleh Puskesmas
Kampung Laut Kecamatan Kampung Lautl
Kabupaten Cilacap?
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METODE PENELITIAN
Adapun desain penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang
penulis lakukan kurang lebih 8 bulan. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sumber data primer dan sumber data sckunder.
Dalam penelitian ini yang menjadi informan
adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari
kepala Puskesmas | orang, tokoh masyarakat 4
orang dan perwakilan masyarakat dari 4 desa
sebanyak ¥ orang. Adapun teknik pengumpulan
datanya adalah studi  kepustakaan, studi
lapangan {observasi dan wawancara) dan studi
dokumentasi. Dalam penelitian ini  penulis
mengunakan tcknik analisis data kualitatif
melalui langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Setiap informasi atau data vang diperoleh,
baik melalui observasi, wawancara, studi
dokumentasi dianalisis schingpa
diharapkan dapat menggambarkan
permasalahan yang ada di lapangan;

{?) Penganalisisan dilakukan setiap sclesai
pengumpulan data yang diitkuti dengan
interpretasi dan elaborasi untuk
menunjukkan makna yang terkandung di
dalamnya;

{3} Mengadakan diskusi dengan teman-Teman
dalam usaha menguji validilas dala yang
terkumpul;

{4) Memberikan tafsiran  scbagai usaha
menemukan makna vang terkandung dan
dipercleh dalam penelitian ini

LANDASAN TEORI
Implementasi menipakan kegiatan yang
dilaksanakan oleh suatu badan atan wadah
secara berencana, teratur dan terarah puna
mencapai fujnan yang diharapkan.
implementasi  kebijakan pada prinsipnya
merupakan cara agar sebuah kebijakan dapar
mencapal tujuannya, Winarno (2002:101),
menjelaskan  bahwa implementasi  kebijakan
adalal
Implementasi kebijakan dipandang dalam
pengeriian luas merupakan alat
administrasi hulum dimana berbagai aktor,
organisasi, proscdur dan teknik  yang
bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan
vilng diinginkan.
Dijelaskun  juga
(2012:135)  buirwa

et Wahab,
implementasi  adalah

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu/pejabat-pejabat atai
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam  keputusan
kebijakan™.

Berdasarkan kedua pengertian  terscbut,
dapat penulis simpulkan bahwa implementasi
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik
oleh individu-individu/pejabat-pejabat  atau
kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan wvang dilengkapi dengan berbagpai
kebutuhan,

Dari pendapat diatas selanjutnya bisa
dikatakan bahwa kebijakan tentang jaminan
kesehatan dacrah (jamkesda) harus
diimplementasikan dengan baik oleh petupas
pelaksana sehingga tujuan dari  program
tersebut dapat tepat sasaran, :

Adapun pengertian jaminan kesehatan
daerah (Jamkesda) menurut Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Keschatan
Dacrah di Kabupaten Cilacap pada Pasal 1
Angka 4 dinyatakan bahwa

Jaminan  Keschatan  Dacrazh  vang

selanjulnya disebul Jamkesda adalah suatu

tata cara penyelenggaraan  program
jaminan kesehatan daerah oleh
penyelenggara jaminan keschatan Daerah

di Kabupaten Cilacap.

Selanjutmya dalam Pasal 1 Angka 5
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun
2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Jaminan Wesehatan Daerah di Kabupaten
Cilacap dinyatakan bahwa :

Peserta Jaminan Keschatan Daerah adalah

seluruh masyarakat miskin non Jamkesmas

di Kabupaten Cilacap vyang belum

memiliki jaminan keseshatan lam dan

terdaftar dalam data kepesertaan Jamkesda.

Pasal 2 Peraturan Bupai Cilacap Nomor
49 Tahun 2013 Tentang  Pedoman
Penyclenggaraan Jaminan Keschatan Dacrah di
Kabupaten Cilacap dinyatakan bahwa :

Jamkesda  disclenggarakan  berdasarkan

asas kemanusiaan, asas manfaal, asas

keadilan kesehatan bagi masyarakat miskin
non Jamkesmas yang belum  memiliki
jaminan kesehatan lain dan terdaftar dalam
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data kepesertaan Jamkesda Kabupaten 4. meningkatkan akses dan mutu pelayanan
Cilacap, keschatan kepada masyarakal miskin di
Pasal 3 Perataran Bupati Cilacap Nomor Kabupaten Cilacap;
49 Tahun 2013  Temtang  Pedoman 5. meningkatkan pelavanan kesehatan dasar
Penyelenggaraan Jaminan Keschatan Daerah di bagi masyarakat miskin di UPT Puskesmas
Kabupaten Cilacap dinyatakan bahwa tujuan dengan rawat inap;
Jamkesda adalah untuk: 6. meningkatkan pelayanan keschatan tingkat
l. melindungi kesehatan masyarakal lanjut dan rujukan bagi masyarakat miskin
Kabupaten Cilacap; di Rumah Sakit;
2. mengimpiementasikan dan mengembangkan 7. terselenggarakannya pelayanan keschatan
Sistem Jaminan Kesehatan; masyarakat miskin secara optimal.

3. menjamin  keterjangkauan  masyarakat
dengan mewujudkan pemerataan pelayanan
keschatan yang bermutu;

PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh Puskesmas
Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah
(Jamkesda) olch Puskesmas Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut Kabupaten .Cilacap belum
dimplementasikan dengan baik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap dinyatakan
bahwa:

TABEL 4.1
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) OLEH PUSKESMAS KAMPUNG
LAUT KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP

Sub Varfabel Indikator Tanggapan Informan
1. Asas a. Melindungi kesehatan | Informan 1, 2, 3, dan 5 atan Informan 4, 6,7, 8, 9,10,
Kemansiaan masyarakat Kabupaten | 30.77 % menyatakan sudah 11, 12 dan 13 atan 69.23
Cilacap; baik mengenai program % manyatakan kurang
jamkesda dapat melindungi baik mengenal program
kesehatan masyarakat Jamkesda dapat
melindungi kesehatan
masyarakat
b. Mengimplementasikan | Informan 1, 2,3,4,dan 5 atau | Informan 7, 8, 9,10,
dan mengembangkan | 38.46% menyatakan sudab 11,12, dan 13 atan
sistem jaminan baik mengenai 61.54% m_n:ny.jltakﬂn 1
feskahitiias st mnng:mplemt:nlamlknu dan !-;man_g baik mengenai
mengembangkan sistem mengimplementasikan
aturan. jaminan kesehatan sesuai dan mengembangkan
amran. sistem jaminan keschatan
SCsual aturan.
©. Menjamin Informan 1, 2, 3 dan 4 ateu Informan 5,6,7.8,
keterjangkauan 30.76 % menyatakan sudah 9,10,11,12 dan 13 atau
masyarakat dengan buik mengenai Jamkesda 69,249, n]:en}rulukﬂn .
mewaiudkan dapat_ menjarmin kurang baik mengenai
keterjangkauan masyarakat Jambkesda dapat
pemeratiun pelayanan dengan mewujudkan menjainin keterjangkanan
keschatan yang pemerataan pelayanan masyarakat dengan
bérmuin kesehatan yang bermut mewnjudkan pemerataan
pelayanan kesehalan
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2. Asas manfaat

a. Meningkatkan akses
dan mutu pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat miskin di
Kabupaten Cilacap;

Informan 1, 3 dan 5 atau
23.07% menyatakan sudah
baik mengenai jamkesda
dapat meningkatkan akses dan
mulu pelayanan kesehatan
kepada masyarakat miskin di
Kabupaten Cilacap

Tnforman 24,67 8,

9. 10,11,12, dan 13 atan
76.93% menyatakan
kurang baik mengenai
jamkesda dapat
meningkatkan akses dan
mutu pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat miskin

b. Meningkatkan Informan 1, 4 dan 5 atan Informan 2.3,6,7.8.9,
pelayanan kesehatan 23;1.'}?% mm}':_n_akan sudah l(l_,! l; 12, dan 13 k:ntm
s brugs mnynraked baik mengenai Jjamkesda T6,93% m_-:uyata _

i o dapat Meningkatkan kurang baik mengenai
miskin di UPT pelayanan kesehatan dasar jamkesda dapat
Puskesmas dengan bugi masyarakat miskin di Meningkatkan pelayanan
rawat inap; UPT Puskesmas dengan rawat | kesehatan dasar bagi

inap masyarakat miskin di
UPT Puskesmas dengan
rawak inap

c. Meningkatkan
pclayanan kesehatan
tingkat lanjut dan

Informan 1, 2, 3, 4 dan 3 atau
38.46 % meoyatakan sudah
baik mengenai jamkesda
dapat meningkatkan

Informan 6.7,8, 9,10,
11,12 dan 13 atau
61.54% menyatakan
kurang baik mengenai

rujukan bagi pelayanan kesehatan dasar jamkesda dapat
masyarakat miskin di | hapi masyarakat miskin di meningkatkan pelayanan
Rumah Sakil UPT Puskesmas dengan rawat | kesehatan dasar bagi
inap masyarakal miskin di
UPT Puskesmas dengan
rawat inap
d. Tersclenggarakannya | Informan 1, 2, dan 5 atau Informan 3,4,56,7.8,
pelayanan kesehatan 25_.{] %% mcn}':_ltakau sudah 9,10,11,12 .dan 13 atau
e baik mengenai 20% menyatakan kurang
mngyamk?t . tersclenggarakannya baik mengenai
secara optimal pelayanan keschatan Terselenggarakannya

masyarakat miskin secara
optimal

pelayanan keschatan
masyarakat miskin secara
oplimal

sesuai dengan hasil
pendataan yang
dilakukan

dan 10 atan 76.92%
mienyatakan sudah baik
mengenai kepeseriaan
jamkesda sesuai dengan hasil
pendataan yang dilakukan

3. Asas a. Kepesertuun jamkesda | Informan 1,2, 3,4, 5 8, 10, Informan 6, 7, 9,dan 13
keadilan adalah masyarakat 11 dan 12 atau 69.23% atau 30.77% menyatakan
Leassbiatin . menyatakan bahwa sudah kurang baik mengenai

: : baik mengenai kepesertaan kepesertaan jamkesda
bapi Jamkesmas jamkesda adalah masyarakat adalah masyarakal miskin
imasyarakat miskin non jamkesmas Aon jamkesmas

b. Kepesertaan jamkesda | Informan 1,23 4.5 67,8, 9 Informan 11, 12 dan 13

atau 23.08% menyatakan
kurang baik mengenai
kepesceriaan jamkesda
sesuai dengan hasil
pendataan yang
dilakukan

c. Kepesertaan jamkesda
sesuai dengan kriteria
untuk menentukan
keluarga‘rumah
taaga miskin.

Informan 1, 2, 3,7,5,9 dan 13
atau 53.85% menyatakan
sudah baik mengenai
Kepesartaan jambesda sesuai
dengan kriteria untuk
menentukan keluarga/mimah
tangea miskin,

Informan 4, 5, 6, 11, 11
dan 12 atau 46.13%
menyatakan kucang baik
mengenai Kepesaitaan
jamkesda sesuai dengan
kriteria untuk
meneniukan keluarga
Jrumah tanggn mgkin.
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2. Acsas manfaat

a. Meningkatkan akses
dan mutu pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat miskin di
Kabupaten Cilacap;

Intorman 1, 3 dan 5 atau
23.07% menyatakan sudah
buik mengenai jamkesda
dapat meningkaikan akses dan
muiy pelayvanan keschatan
kepada masyarakat miskin di
Kabupaten Cilacap

Tnlforman 2,4.6,7.8,
g.10,11,12, dan L3 atau
76.93% menyatakan
kurang baik mengenai
Jjamkesda dapat
meningkatkan akses dan
mutu pelayanan
keschatan kepada
masyarakat migkin

b. Meningkatkan

Informan 1, 4 dan 5 atau

Informan 2,3,6,7.8.9,

masyarakat miskin sccara
oplimal

;i 23.07% menyatakan sudah 10,11, 12, dan 13 atau
I]Ltayanan. kezehalan baik mengm};ijamkasdn 76.93% menyatakan
dﬂ.mr. ba;_:u mzsyarakat dapat Meningkatkan kurang baik mengenai
miskin di UPT pelayanan keschatan dasar jamkesda dapat
Puskesmas dengan bagi masyarakat miskin di Meningkatkan pelayanan
Fawat inap; UPT Puskesmas dengan rawat | kesehatan dasar bagi

inap masyarakat miskin di
UPT Puskesmas dengan
rawal indp
c. Meningkatkan Informan 1, 2, 3, 4 dan 5 atau | Informan 6,7.8, 9,10,
" 38 46 % menyatakan sudah 11,12 dan 13 atau
f:z:i::; tﬁlih:::lui! baik meugf:nni jamkesda 61.54% m_:qya{akarr _

: . dapat meningkatkan kurang baik mengenai
rujukan bagi | pelayanan kesehatan dasar jamkesda dapat
masyarakat miskin dt | pagi masyarakat miskin di meningkatkan pelayanan
Rumah Sakit; UPT Puskesmas dengan rawat | kesehatan dasar bagi

inap masyarakal miskin di
UPT Puskesmas dengan
- riawal inap
d. Terselengparakannya Informan 1, 2, dan 5 ataun Informan 3,4,56,7 8,
pelayanan kesehatan 23.,{]'1% mcny:.ﬂakan sudah 9.10,11,12 .dan 13 atau
S baik mengenai 20% menyatakan kurang
masyarajta.t B Rk terselenggarakannya baik mengenai
secara optimal pelayanan keschatan Terselenggarakannya

pelayanan kesehatan
masyarakat miskin secara
optimal

sesuni dengan hasil
pendataan yang
i dilakukan

dan 10 atau 76.92%
menyatakan sudah baik
mengenai kepesertaan
jambkesda sesual dengan hasil
pendataan yang dilakukan

3. Asas a. Kepesertasn jamkesda | Informan 1,2, 3,4, 5, 8, 10, Informan 6, 7, 9.dan 13
fisadiln adalah masyarakat 11 dan 12 atau 69.23% atau 30.77% menyatakan
keschatan miskin non menyatakan bahwa sudah kurang baik mengenai

: : baik mengenai kepeseriaan kepesertaan jamkesda
bagi jamkesmas jamkesda adalab masyarakat | adalah magyarakat miskin
masyarakat miskin non jamkesmas non jamkesmas

b. Kepescriaan jamkesda | Informan 1,23 4.5, 6.7.8, 9 Informan [1, 12 dan 13

atau 23.08% menyatakan
kurang baik mengenai
kepesertaan jamkesda
sesual dengan hasil
pendataan yang

dilakukan

¢, Kepesertaan jmnkesda
sesuai dengan kriteria
untuk mencntukan
keluarga/umah

tangga miskin.

Infvrman 1, 2, 3,7,8,% dan 13
ataw 53.85% menyatakan
sudah baik mengenai
Kepeseran jambkesda sesuai
dengan kntena untuk
menentukan keluargafminah
tangga misxin.

Informan 4, 5, 6, 10, 11
dan 12 atau 46.15%
menyatakan kurang baik
mengenal Kepeseitaan
jamkesda sesuai dengan
kriteria untuk

menentukan keluarza
Jrumah tangea miskin,
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d. Adanya verifikasi
keposertaan jamkesda
untuk memastikan
kebenaran status
kepescrtaan.

Informan 1,2,3, 4, 5, dan 12
atau 46, | 3% menyatakan baik
menpenai Adanva veritiloasi
kepeseriaan jambkesda unok
memastikan kebenaran status
kepcsertaan

Informan 6,7.8.9.10.11
dan 13 atau 53.85%
menvatakan kurang baik
tnengenal adanya
veritikasi kepesertaan
jamkesda otk
memastikan kebenaran
status kepesertaan

e. Adanya jaminan
pcmbiayaan yang
diberikan kepada
pasien jamkesda
sesuai ketentuan,

Informan 1,2, 3.8, 10 dan 11
atau 40)% menyatakan sudah
baik mengenai Adanya
Jaminan pembiayaan yang
diberikan kepada pasicn
jamkesda sesuai ketentuan

Informan 4, 5,
6,7.9,12,13,14 dan 15
atau 60% menyatakan
kurang baik mengenai
Adanya jaminan
pembiayaan yang

diberikan kepada pasien
jamkesda sesuai
leetentuan

Raip-raias Perseniase

64.29% 35.M%

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa selama ini implementasi kebijakan tentang jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda) oleh Puskesmas Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut Kabupaten
Cilacap secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan
bahwa implementasi kebijakan tentang jaminan keschatan daerah (Jamkesda) olch Puskesmas
Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap sudah baik schesar 64.29% dan vang

menyatakan kurang baik sebesar 35.71%.

Berdasarkan hasxi observasi dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang jaminan
kesehatan daerah (Jamkesda) oleh Puskesmas Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut Kabupaten
Cilacap sudah diimplementasikan dengan baik karena telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Dacrah di
Kabupaten Cilacap dinyatakan bahwa Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas
manfaat, asas keadilan keschatan bagi masyarakat miskin non Jamkesmas yang belum memiliki
Jjaminan keschatan lain dan terdaftar dalam data kepescertaan Jamkesda Kabupaten Cilacap.

Hambatan-hambatan dalam Implementasi
Kebijakan tentang Jaminan Kesehatan
Daerah  (Jamkesda) oleh  Puskesmas
Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut
Kabupaten Cilacap
Berdasarkan hasil penelitian  diketahui
bahwa adanya hambatan-hambatan dalam
implementasi  kebijakan tentang Jaminan
Kesehatan Dacrah (Jamkesda) oleh Puskesmas
Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut
Kabupaten Cilacapdalam memperoleh
pelayanan  keschatan  kepada  masyarakut
pemegang kartu jamkesda dilihat dari asas
kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan
kesehatan bagi masyarakat miskin  non
Jamkesmas.
. Asas kernanusiaan,

Adanya hambatan yang dihadapi oleh
puskesmas dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang menjadi
peserta Jamkesda yang  disebabkan oleh

keterbatasan anggaran, sumber daya
manusia, obat-obatan maupun sarana dan
prasarana pelayanan kepada masyarakat
sehingga belum  semua  masyarakat
mendapatkan pelayanan dengan
menggunakan kartu jaminan kesehatan
daerah,
Padahal menurut  Mubarak  dan
Chayatin, (2008:76) menyatakan bahwa :
Puskesmas memiliki tiga fungsi, yaitu
sebagai pusal penggerak pembangunan
yang berwawasan keschatan, pusat
pemberdayaan masyarakat dun
keluarga dalam pembangunan
kesehatan  serta  pusat  pelayanan
kesehatan masyarakat tingkat pertama.
Sebagai langkah awal dari program
keperawatan  keschatan masyarakat,
fungsi dan peran puskesmas bukan saja
persoalan  teknis medis tetapi  juga
berbagai keterampilan sumber daya
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manusia yang mampu  mengorganisir
model sosial yang ada di masyarakat,
juga scbhagai lembaga keschatan yang
menjangkau masyarakat di  wilayah
terkecil dan  membutuhkan strategi
dalam hal pengorganisasian masyarakat
untuk terlibat dalam penyelenggaraan
kesehatan secara mandiri

Dengan  demikian maka kedepan
diharapkan puskesmas lebih  mampu
memberikan pelayanan dengan

memperhatikan aspek kemanusiaan bukan
hanya  kepentingan  sesaat  schingga
dampaknya tetap kepada masyarakat yang
tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan
secara optiumal.
Asas Manfaat

Adanya hambatan vang dihaadapi olch
puskesmas  terkait dengan  pelayanan
keschatan yang dapat memberikan manfata
kepada masyarakat khususnya peseria
jaminan kesehatan daerah. Hal ini terkait
beberapa permasalahan  pokok  seperti
kﬂtﬂrhﬂlﬂ‘\ﬂn ﬂl'lh‘“drﬂ.l'l: sArdana Prﬂﬁﬂ.l‘ﬂ.ﬂﬂ
sehingga puskesmas tidak memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat
pengguna kartu jaminan keschatan daerah.

Menurat  Trsnantoro,  (2009:89)
menyalakan bahwa;

Jamkesda mcrupakan program

pemerintah  yang pada dasarnya

mengacu kepada sistem jaminan sosial
vang bertujuan untwk  memberikan
akses bagi seluruh rakyat terhadap

pelayanan kesehatan.
Penyclenggaraannya berdasarkan
prinsip  asuransi  sosial  dengan

kepesertaan yang wajib dan besaran

premi yang ditetapkan oleh pemerintah
Asas keadilan kesehatan bagi masyarakat
miskin non Jamkesmas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa implamentasi kebijakan jaminan
keschatan daerah di kecamatan Kampung
Laut Kabupaten Cilacap belum
dilaksanakan sccara optimal mengingat
masih adanya beberapa hambatan dalam
mclaksanakan kebijakan terschut
diamtaranya  adalah  puskesmas  belum
sepenuhnya mampil memberikan pelayanan
keschatan  kepada  masvarakat  miskin
pemegang kartu jamkesda,

Hambatan-hambatan yang  dihadapi
oleh  Puskesmas  disebabkan  karena
keterlibatan puskesmas dalam penentuan
kepesertaan jamkesda masih  kurang
schingga tidak mengetahui data sebenarmya
di masyarakat karena selama ini petugas
puskesmas tidak dilibatkan dalam proses
verifikasi schingga kepesertaan jamkesda
tidak sesuai  dengan keadaan yang
sebenamya di lapangan.

Padahal menurut Peraturan Bupali
Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan Daerah pasal 25 bagian
kelima tentang Pembinaan dan pengawasan
jamkesda meliputi
(17 Pembinaan dan pengawasan mulu

pelayanan kesehatan
danmanajemenpembiayaan
dilaksanakan  untuk  menghindari

adanya hal-hal yang tidaksesuai.
Pembinaan dan Pengavwasan terhadap
PPK dilakukan untukdministrasiklaim,
administrasi  kcuangan dan  mutu
pelayanan.

Pembinaan dan Pengawasan mutu
pelayanan sebagaimana  dimaksud
padaayat (2) dilakukan bila ada keluhan
masyarakat dan pemerhati.

Pengawasan dan Pengendalian
administrasi klaim dilakukan sekurang-
kurangnyal (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan oleh Tim Pelaksana
JamkesdaKabupaten Cilacap.

(2)

(3)

(4)

Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan-
hambatan dalam Implementasi Kebijakan
Tentang  Jaminan  Kesehatan  Daerah
{Jamkesda) oleh Puskesmas Kampung Laut

Kecamatan Kampung Laut Kabupaten
Cilacap
Mengingat implementasi kebijakan

jaminan kesehatan daerah memiliki beberapa
hambatan  schingga pelaksanaannya  belum
dilaksanakan dengan baik maka puskesmas
melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan
ketercapaian pelaksanaan program dengan

memperhatikan  beberapa  asas  seperti  asas
kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan
kesehatan  bagi  masyarakat miskin  non
Jamkesmas.
[. Asgas kemanusiaan,

Dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat pemegang
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karto jamkesda maka puskesmas berupaya
dapat melindungt kesehatan masyarakat di
wiluyah  kecamatan  Kampung  Laut
Kabupaten Cilacap dengan cara menambah
berbagai sarana pelayanan sehingga semua
masyarakat dapat dilayani selain itu
dilakukan berbagai upaya lain dengan cara
menambah ruangan rawat inap bagi pasien
sehingga diharapkan pasien dapat dilayani
dengan baik.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat
Azwar (1999:126) menjelaskan bahwa :
"Suatu pelayanan keschatan harus memiliki
berbagai persyaratan pokok, vaitu
persyaratan pokok yang memben pengaruh
kepada masyarakat dalam menentukan
pilihannya terhadap pengpunaan jasa
pelayanan  kesehatan dalam hal ini
puskesmas”.

Dengan  demikian . maka  dalam
memberian perlayanan yang baik kepada
pasien maka puskesmas  harus  lebih
memperhatikan keadaan atau kebutuhan
masyarakat tanpa memadang status sosial,
ekonomi masyaralkat.

Asas manfaat,

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa puskesmas di Kecamatan Kampung
Laut telah berupaya memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat sehingga
masyarakat dapat memperoleh pelayanan
keschatan dengan baik sesuai  dengan
ketennian yang diharapkan.

Adapun menurut Azwar (1999:135)
menyatalcan bahwa :

Pelayanan keschatanyang baik adalah

pelayanan yang terjangkau (affordable)

oleh masyarakat, dimana diupayakan
biaya pclayanan tersebut sesuai dengan
kemampuan  ekonomi masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang mahal hanya

mungkin  dinikmati  oleh  sebagian

masyarakat saja.

Dengan demikian dalam memberikan
pelayanan  keschatan  kepada  masyarakat
Puskesmas harus lebih  memperhatikan
kelerjangkawaun masyarakal
memperoleh pelayanan kesehatan schingga
scrua masyarakat dapal dengan mudah
memperolel  pelayvanan  kesehatan  dan
psukesmas.

Asas keadilan kesehatan bagi masyarakat
miskin non Jamkesmas

uriluk
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Berdasarkan hasil penelitian diketahw
bahwa puskesmas di Kecamatan Kampung
Laut telah berupaya memberikan pelayanan
keschatan kepada peserta jamkesda dengan
memeprhatikan  ketentnan-ketentuan  vang
ditetapkan  dan  berupaya melakukan
perbaikan dalam proscs pelayanan kepada

peserta jamkesda karena
berdasarkunpengaluman masalah
kepesertaan merupakan masalah  yang
cukup pelik  di  masyarakai  sehingga
Puskesmas berupaya dengan

mengumpulkan berbagai data penerima
manfaat dari berbagai desa sehingpa
diharapkan data tersebut dapat menjadi data
base puskesmas yang nantinya dapat
digonakan untuk menyesuaikan penerima
program jamkesda dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Azwar (1996) menyatakan bahwa :
Agar pelayanan  kesehatan  dapat
mencapai tujuan  yang diinginkan,
banyak syarat yang harus dipenuhi.
Syarat dimaksud mencakup hal pokok,
yaitu tersedia dan berkesinambungan,
dapat  dilerima dan wajar, mudah
dicapal, mudah dijangkau, dan bermutu.
Dengan demikian  maka  untuk
memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat maka Puskesmas  harus
memperhatikan berbapai ketenman dalam
pelaksanaan jamkesda sehingga masyarakat
memperoleh pelayanan sesuai dengan yang

telah  digariskan  dalam  peraturan
pemerintah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penclitian  mengenai
implementast  kebijakan  tentang  jaminan

keschatan dacrah (Jamkcsda) oleh Puskesmas
Kampung Laut Kecamatan Kampung Laul
Kabupaten Cilacap, maka benkut ini penulis
sajikan hasil penelitian sebagai benkul :

1.

Kebijakan tentang jaminan kesehatan
daerah  (Jamkesda) oleh  Puskesmas
Kampung Laut Kecamatan Kampung Laut
Kabupaten Cilacap telah ditmplementasikan
cukup baik scsuai dengan Pasal 2 Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penvelenggaraan
Jauminan Kesehatan Daerah di Kabupalen
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Cilacap. Begitupula berdasarkan hasil
ohservasi yang dilakukan diketahui balvwa

dalam mengimplementasikan  Kebijakan
tentang  jaminan  kesehatan  daerah
{Jamkesda), Puskeamas telal

melaksanakannya cukup baik walaupun
belum sepenuhnya sesual dengan yang
ditentukan hal ini disebabkan oleh adanya
beberapa kendala atau hambatan dalam
mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Terdapat beberapa hambatan  dalam
nmengimplementasikan Kebijakan tentang
jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) oleh
Puskesmasdi Kecamatan Kampung laut
Kabupaten Cilacap, yang antara lain
anggaran yang ada kurang memadai dalam
melaksanakan program jamkesda kepada
masyarakat, kurangnya pemahaman petugas
dalam melaksanakan program jamkesda,
kurangnya  ketersediaan sarama  dan
prasarana pelayanan kepada psien serta
kurangnya dilakukan pendataan dan
verifikasi kepada masyarakat menyebabkan
implementasi kebijakan mengenai jamkesda
kurang  dilaksanakan  dengan  baik.
Begitupula dengan hasil observasi penulis
bahwa implementasi Kebijakan tentang
jaminan kesehatan dacrah (Jamkesda) oleh
Puskesmas Kecamatan kampung laut
Kabupaten Cilacap belum terlaksana
dengan baik karena puskesmas memiliki
hambatan seperti ketersediaan anggaran
yang Kurang memadai, sarand dan
prasarana peclayanan masth kurang serta
kemampuan sumber daya manusia dalam
memberikan pelayanan masih kurang.
Terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan
puskesmas dalam mengimplementasikan
Kebijakan tentang jaminan keschatun
dacrah  (Jamkesda) oleh  Puskesmas
Kampung Laut Kabupaten Cilacap antara
lain : menambah anggaran serta sarana dan
prasarana  meliputi  obat-obalan  serta
menambah  ruangan  rawal  map  serla
meningkatkan pemahaman pelugas
pelaksana  terhadap  ketentuan  dan
melakukan  pendataan serta verifikasi
kepada  masyarakat  sccara  langsung
schingga  diketahui  kondisi  masyarakat
vang  schenarnya.  Berdasarkan  hasil
abservasi penulis diketahui bahwa upaya-
upaya vang dilakukan olch puskesmas
dapat memperbaiki beberapa permasalahan

terkait implementasi Kebijakan tentang
jaminan keschatan daerah (Jamkesda) oleh
Puskesmas Kampunz Laut Kabupaten
Cilacap hal ini dikarenakan Puskesmas
berupaya memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat yang memiliki
kartu jamkesda,

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis

menyampaikan saran sebagai berikut :

L.

Bagi Puskesmas sebaiknya melakukan
berbagai strategl dalam
mengimplementasikan  Kebijakan fentang
jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di
Kampung Laut Kabupaten Cilacap seperti :
a. Meningkatkan asas kemanusiaan dalam

memberikan  pelayanan  keschatan
kepada masyarakat dengan  tidak
membeda-bedakan status social
masyarakat '

b. meningkatkan asas manfaat bagi
masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan dengan
memberikan  kemudahan  kepada
masyaralat dalam memperoleh
pelayanan  kesehatan dengan tidak
menetapkan  prosedur  yang  sulit
dipenuhi masyarakat

¢. Meningkatkan asas  keadilan bagi
masyarakal dalam memperolch

pelayanan  dengan  cara  membantu
setiap masyarakat yang membutuhkan
sehingoa program dapat dilaksanakan
secara tepat sasarain.

Bagi masyarakat;
Sebailtnya wmasyarakat dapat memahami
berbagai ketentuan dalam

mengimplementasikan  kebijakan tentang
jaminan keschatan daerah (Jamkesda) oleh
Puskesmas Kampung Laut Kabupaten
Cilacap melalui seningnya masyarakat
melakukan  komunikasi  dengan  tokjoh
masyarakat maupun  pelugas  kesehatan
yang ada di desa sehingga mengetahui
ketentuan-ketentuan  mengenai  kebijakan

tentang  jaminan  kesehatan  daerah
(Jamkesda)

Bagi Pemerintah Dazrah;

pemerintah daemabh sebaiknya lehih

memperhatikan Kebijakan tentang jaminan
keschatan daerah (Jamkesda) mengingat
kebijakan tersebut merupakan program
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mulia bagi masyarakat schingga diharapkan

dapat mempermudah  puskesmas  dalam
memproses  klaim  pembiayaan schingga
puskesmas  dapat  melayani  kebutuhan
masyarakat  akan  pelayanan  kesehatan
secara optimal.
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